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BUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSIKALIMANTAN TlMUR

PERATURANBUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPANBATAS JUMLAH TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Penetapan Batas Jumlah Tambahan Uang

Persediaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

Tahun Anggaran 2020;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Naunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan

Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang ...
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2

Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH

TAMBAHAN UANG PERSEDlAAN PADA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATENKUTAlTIMUR TAHUN ANGGARAN2020.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...
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1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Tirnur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Timur.

3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan

daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyirnpanan uang

daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan

daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada

bank yang ditetapkan.

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi

SKPDyang dipimpinnya.

7. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa

untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian

tugas dan fungsi SKPD.

8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan

uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada

Perangkat Daerah.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah

kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan

bertindak sebagai bendahara umum daerah.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang

bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen

yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

12. Uang ...
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12. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam

jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk

membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah Zunit

satuan kerja perangkat daerah darr/atau untuk membiayai pengeluaran yang

menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme

pembayaran langsung.

13. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan

uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara

pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD

yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

14. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran

Langsung kepada bendahara pengeluararr/penerima hak lainnya atas dasar

perjanjian kerja, surat tugas, dan/ atau surat perintah kerja lainnya melalui

penerbitan surat perintah membayar langsung.

15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

Pasal2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengeluaran belanja daerah

dapat lebih efektif, efisien sehingga penyerapan belanja dapat lebih optimal.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan pelaksanaan

dalam hal pengajuan SPP- TU bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Daerah.

BAB II

TAMBAHANUANGPERSEDlAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan

SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat

menggunakan SPP Pembayaran Langsung darr/atau SPP UP/Ganti Uang.

(2) Batas ...
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(2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD

dengan memperhatikan rincian kebu tuhan dan waktu penggunaannya,

(3) Besaran TU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala PPKD

selaku Kuasa BUD.

(4) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor

ke Rekening Kas Umum Daerah.

(5) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dikecualikan untuk:

a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;

b. kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan

sebelumnya akibat peristiwa di luar kendall PAjKPA; danj atau

c. kegiatan yang pelaksanaan bersumber dari Bantuan Dana Tidak Terduga.

Bagian Kedua

Syarat Mengajukan SPP TU

Pasal4

(1) Pengajuan SPP-TU harus didasarkan pada analisis kebutuhan kas untuk

mendanai kegiatan yang akan diajukan dan pemeriksaan ketersediaan kas yang

riil oleh Pengguna Anggaran.

(2) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar

rincian rencana penggunaan dana.

(3) Syarat untuk mengajukan SPP-TU meliputi:

a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesakjtidak dapat ditunda;

b. digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;

c. apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa dana

tambahan uang persediaan yang ada pada Bendahara harus disetor

ke Rekening Kas Umum Daerah; dan

d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikecualikan untuk:

1. kegiatan yang pelaksanaanya melebihi 1 (satu) bulan dan belum

menyerahkan SPJ, maka PPKD menyurati kepada SKPD terkait; dan

2. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan

akibat oleh peristiwa diluar kendali (force majeurjkahar) Pengguna

AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran.

(4)Apabila ...
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(4) Apabila ketentuan pada ayat (3) huruf c tidak dapat clipenuhi, kepada

Perangkat Daerah yang bersangkutan tidak dapat diberikan TU pada tahun

anggaran berkenaan.

(5) PAjKPA mengajukan perrnintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan

SPM TU.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 2 anuari 2020

BUPATI K TAl

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATENKUTAITIMUR,

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 2


